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KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana kami telah dapat menyusun Laporan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Hal tersebut merupakan upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 
Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 1 September 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2016-2021, dan telah dilegalitaskan pula melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Bappeda, Badan Kesbangpol, Banlitda, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, maka berdasarkan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi perlu menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2018 dalam implementasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Hal ini merupakan bentuk pengukuran terhadap program/kegiatan yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun kedepan, yang mana acuan nanti akan berpedoman pada UU No. 23 tahun 2014 tentang kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016-2021. Guna memberikan gambaran sejauhmana rancangan Renja yang ingin dilaksanakan satu tahun kedepan.



Akhir kata Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Dinas Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. 

Jambi,                                2018
Plt.Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi,




Ir.Harry Andria
Pembina Tk. I
NIP. 19671202 199203 1 003
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BAB I 
PENDAHULUAN




A. Latar Belakang
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi merupakan salah satu di antara beberapa dinas yang ada di Provinsi Jambi dan merupakan bagian Integral dari Pemerintah Provinsi Jambi  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya dalam pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana melalui :
1. Bagian Sekretariat
2. Bidang Sumber Daya Air (SDA)
3. Bidang Bina Marga
4. Bidang Cipta Karya
5. Bidang Perumahan Rakyat
6. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
7. Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian
8. UPTD Balai Pengujian 
9. UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan

B. Landasan Hukum
Sebelum ditetapkannya Perda Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi masih bernama Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Jambi yang merupakan hasil pengintegrasian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, yang organisasinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Jambi. 
	Rancangan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	2019








Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
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C. 
D. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Dimana pada Bab II  Bagian Pertama Pasal 2, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memiliki tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut :

	Tugas Pokok
	:
	melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah   berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur Jambi.


Dengan Fungsinya:
1. Perencanaan dan Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dimana penyelenggaraan Tupoksinya tersebut SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memiliki struktur organisasi sebagai media pelaksana (Tim Leader) dalam melaksanakan tugas tersebut, sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
	Tugas
	:
	a. Melaksanakan ketentuan sebagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang , UPTD dan kelompok jabatan fungsional




2. Sekretariat
	Tugas
	:
	Membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

	fungsi
	:
	a. Melaksanakan koordinasi kegiatan dinas.
b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program serta anggaran dinas.
c. Memberikan dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi dinas.
d. Melakukan penataan organisasi dan tata laksana.
e. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hokum.
f. Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



3. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
	Tugas
	:
	Membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan perumusan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .

	Fungsi
	:
	a. Melaksanakan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten/kota.
b. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan bidang penataan ruang.
c. Melaksanakan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang.
d. Melaksanakan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang provinsi.
e. Melaksanakan koordinasi penataan ruang provinsi.
f. Menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.
g. Menyelesaikan sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
h. Menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi.
i. Menetapkan subyek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
j. Melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



4. Bidang Sumber Daya Air (SDA)
	Tugas
	:
	Melaksanakan membantu dinas dalam rangka rencana pengelolaan kegiatan dibidang sumber daya air serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

	Fungsi
	:
	a. Memberikan pelayanan kebijakan daerah mengenai pengelolaan sumber daya air meliputi irigasi, rawa, pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.
b. Menyediakan sistem data dan informasi pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai.
c. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota.
d. Melakukan pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.
e. Menyusun usulan program anggaran, program pengelolaan dan rencana kegiatan bidang SDA.
f. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder.
g. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis pengembangan, operasi dan pemeliharaan irigasi rawa dan pantai.
h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis pengembangan, operasi dan pemeliharaan sungai, danau dan waduk.
i. Menyusun pola dan program pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bidang sungai, danau dan waduk.
k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.




5. Bidang Bina Marga
	Tugas
	:
	Menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Bina Marga serta pelayan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

	Fungsi
	:
	a. Melaksanakan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi.
b. Menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi.
c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pekerjaan bidang bina marga dalam wilayah provinsi jambi.
d. Melakukan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian.
e. Melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan.
f. Melakukan rumusan rencana kebijakan teknis dan penyusunan program pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.
g. Melaksanakan pengendalian konstruksi dan mutu pembangunan jalan dan jembatan.
h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dalam wilayah Provinsi Jambi.
i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



6. Bidang Cipta Karya
	Tugas
	:
	Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang cipta karya serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

	Fungsi
	:
	a. Melaksanakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi.
b. Menyusun program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya.
c. Menyusun rencana pelaksanaan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan permukiman.
d. Menyusun program pengembangan perkotaan untuk mendorong terwujudnya kota-kota yang layak huni, bersih, sehat, serasi dan teratur.
e. Mengembangkan sistem dranaise perkotaan.
f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



7. Bidang Perumahan Rakyat
	Tugas
	:
	Melaksanakan tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang Perumahan Rakyat serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

	Fungsi
	:
	a. Menyusun program program dan kegiatan bidang Perumahan Rakyat.
b. Menyusun rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang bidang Perumahan.
c. Menyusun dan merumuskan kebijakan, regulasi dan strategi pembangunan rumah susun pada tingkat provinsi.
d. Melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang menjadi kewenangan Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



8. Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian
	Tugas
	:
	Melaksanakan tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana rencana penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan dibidang bina konstruksi dan pengendalian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

	Fungsi
	:
	a. Memberikan pelayanan pelatihan tenaga ahli konstruksi.
b. Meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi.
c. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.
d. Menyiapkan bahan pembinaan, penyebarluasan peraturan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis serta penyuluhan dalam rangka peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi dan tenaga ahli konstruksi.
e. Melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan.
f. Melaksanakan fasilitasi dan pengelolaan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.




9. UPTD Balai Pengujian

	Tugas
	:
	Melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, dalam bidang pelayanan jasa – jasa Pengujian mutu air, mekanisme tanah, geologi dan bahan bangunan.

	Fungsi
	:
	a. Penyusunan Program Kerja Kegiatan kelaboratoriuman dengan mengacu pada kebijakan mutu laboratorium. 
b. Penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana laboratorium.
c. Pelayanan jasa pengujian.
d. Pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengujian.
e. Pengkoordinasian kegiatan kaji ulang manajemen laboratorium.
f. Pembinaan terhadap pengelolaan peralatan laboratorium.
g. Pembinaan terhadap pengelolaan SDM laboratorium.
h. Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan jaminan mutu dan peningkatan profesionalisme laboratorium.
i. Pengoordinasian pelaksanaan operasional pengujian.



10. UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan
	Tugas
	:
	1. Melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas PU dalam bidang pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengoperasian, pelayanan jasa, pengelolaan perbekalan dan logistik alat-alat berat dan alat-alat pendukung serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, program dan urusan rumah tangga balai.

	Fungsi
		
	1. Penyusunan program kerja balai.
2. Pemberian administrasi, kepegawaian, keuangan, program dan urusan rumah tangga balai.
3. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengoperasian alat-alat berat dan alat-alat pendukung.
4. Pelaksanaan pemberian pelayanan jasa alat-alat berat dan alat-alat pendukung.
5. Pelaksanaan pengelolaan logistic meliputi penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian untuk penunjang operasional alat-alat berat dan alat-alat pendukung.
6. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan provinsi terkait dengan penggunaan alat-alat berat dan alat-alat pendukung dengan cara swakelola.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



E. Visi dan Misi Renja 2019
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 
Dari penjabaran RPJMD Provinsi Jambi, visi Gubernur “JAMBI TUNTAS 2021” (Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera) dan misinya sebagai berikut :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih , transparan, akuntabel dan partisipasif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Maka di jabarkan pula lebih spesifik ke dalam misi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana jalan provinsi .
2. Meningkatkan tata kelola sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air.
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat dengan layanan infrastruktur dasar yang layak.
4. Meningkatkan kinerja dan kualitas pekerjaan melalui sumber daya manusia yang berkompetensi serta berdaya saing.
	
	
	

	
	
	Meningkatkan tata kelola pengaira
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017





I. CAPAIAN KINERJA 2017
Berawal dari Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2017 yang tergambar dalam Rencana Penetapan Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2017, berikut dapat dirincikan capaian indikator utama Renja Tahun 2017 sebagaimana berikut :
	Sasaran Strategis
	Indikator Kerja
	Target 2017
	Realisasi 2017

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Meningkatnya Jalan dengan kondisi Mantap
	Persentase Peningkatan Jalan Provinsi yang dalam kondisi Mantap
	77,64 %
	76,573 %

	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

	Persentase jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik
	75%
	76.2%

	Meningkatkan sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses





	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan
	74 %
	70 %

	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman



	1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan
	67%


	50%



	
	2. Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 0%
	20%
	20%

	
	3. Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat
	36%
	33.75 %

	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas
	1. Persentase angkatan kerja konstruksi yang telah disertifikasi profesi
	15 %
	7%



           

· Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap sampai dengan tahun 2017 akan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan jalan dalam kondisi mantap yaitu terdiri atas 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu :
1. Kemampuan teknis
2. Pengawasan yang baik
3. Matangnya perencanaan


Persentase fungsionalisasi daerah irigasi pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Persentase fungsionalisasi daerah irigasi sama artinya dengan meningkatkan lahan pertanian. Bila dibandingkan dengan target Persentase fungsionalisasi daerah irigasi yang tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Jambi tahun 2010-2016 dan Penetapan/Perjanjian Kinerja 2017. Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya lahan pertanian. Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu terdiri atas 2 faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu kemampuan teknis, pengawasan yang baik, matangnya perencanaan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah dan kerjasama dengan Dinas Pertanian. Langkah yang perlu di perhatikan dalam peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu aksesibilitas dan kondisi lahan pertanian. Selain faktor tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada peningkatan dibidang irigasi. 








	No
	DI Potensial
  Berdasarkan kewenangan Provinsi
(berdasarkan Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 Ttg Kriteria & Penetapan Status D.I
	Realisasi DI fungsional Tahun 2017 (ha)
	Capaian %

	
	Nama Daerah Irigasi
	Luas (ha)
	
	

	1.
	DI Sungai Batang Uleh
	2.043
	1.831
	89.6 %

	2.
	Sungai Tanduk
	1.265
	1.022
	80.79%

	3.
	Sungai Suban
	1.121
	1.114
	99.37 %

	4.
	Sungai Limun Singkut
	1.600
	646
	40.37%

	
	Jumlah
	6.029
	4.613
	310 %



Bila dilihat realisasi capaian kinerja tersebut diatas, terlihat bahwa panjang sungai yang dinormalisasi (M). Panjang sungai yang dinormalisasi (M) ditandai dengan meningkatnya luasan wilayah terbebas dari banjir. Adapun faktor yang mempengaruhi panjang sungai yang dinormalisasi (M) yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak Pemerintah serta peranan masyarakat untuk menjaga lingkungan. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada panjang sungai yang di normalisasi (M).
· [bookmark: _GoBack]Faktor yang mempengaruhi peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta dan kemiskinan. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan yaitu aksesibilitas dan penduduk.
· Peningkatan Persentase rumah kumuh diperkotaan ditandai dengan terciptanya lingkungan yang bersih. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan Persentase rumah kumuh di perkotaan yaitu kurangnya dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan lingkungan. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Persentase rumah kumuh di perkotaan yaitu :
1. Pemerintah harus mampu mengurangi rumah tangga kumuh di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Peranan masyarakat harus ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong dan lain-lain sebagainya.

· Peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta serta penduduk yang telah mengerti tentang penggunaan sanitasi yang layak. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi yang layak di perkotaan dan perdesaan yaitu aksesibilitas dan penyuluhan kepada masyarakat.

· Faktor yang mempengaruhi jumlah sampel yang diuji oleh Balai Pengujian pertahun yaitu kemampuan teknis dan peralatan yang memadai. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan jumlah sampel yang diuji oleh Balai Pengujian pertahun yaitu peranan para jasa konstruksi. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar.

· Panjang ruas jalan yang dipelihara Balai Peralatan dan Perbekalan (km) pertahun ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Adapun faktor yang mempengaruhi Panjang ruas jalan yang dipelihara Balai Peralatan dan Perbekalan (km) pertahun yaitu kemampuan teknis, peralatan yang memadai dan ketersediaan material. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Panjang ruas jalan yang dipelihara Balai Peralatan dan Perbekalan (km) pertahun yaitu peranan para jasa konstruksi dan dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar.
Jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian (orang) pertahun ditandai dengan meningkatnya tenaga terampil. Adapun faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian (orang) pertahun yaitu :
1. Meningkatnya kesadaran pelaku konstruksi
2. Tersedianya lokakarya atau pelatihan
Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian (orang) pertahun yaitu peranan para Jasa Konstruksi dan dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar.

II. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN 2017
Dari total keseluruhan pagu anggaran di tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebesar Rp. 875,520,279,069 Dimana yang terealisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 821,691,000,629 Atau Rp. 93.85 %. Penyerapan pagu tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN


A. Tujuan 
Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.  Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi yang diemban untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.  Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi untuk mengukur sejauh mana visi  dan misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan organisasi dirumuskan berdasarkan visi misi tersebut.
Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.
Tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, antara lain :
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan provinsi.
2. Mewujudkan kualitas sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan.
3. Menurunkan kawasan lingkungan yang tidak layak huni.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas ke-PU-an serta SDM/aparatur untuk terlaksananya tugas dan fungsi secara profesional dan handal.

B. Sasaran 
Sasaran organisasi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja. Penetapan sasaran organisasi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
Sasaran organisasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan merupakan  dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut satuan kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. 
 Fokus utama dalam penentuan sasaran organisasi ini adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sasaran organisasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan merupakan  dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja melalui indikator yang terukur. 
Sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, antara lain :
1. Meningkatnya Jalan Provinsi dalam kondisi mantap.
2. Berfungsinya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
3. Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak.
5. Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas.
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BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019


Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Bab IV Urusan Pemerintahan; Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren; Pasal 12 ayat (2) dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 2 (dua) urusan wajib Pelayanan dasar yaitu :
1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

I. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA 2016-2021
Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2021 ini lebih digambarkan program/kegiatan prioritas pada bidang-bidang infrastruktur untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2020 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, sebagai berikut :
A. Bidang Sumber Daya Air
1. Acuan dasar (UU. Nomor 23/2014)
Yang menjadi kewenangan Urusan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, antara lain :
·  Pengelolaan sumber daya air dan pengaman pantai pada wilayah  sungai lintas daerah kabupaten/kota.
·  Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder  pada daerah irigasi yang luasnya 1000ha - 3000ha. 
2. Program/Kegiatan Prioritas
Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2016-2021 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2021. Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud, yaitu :
· Program Penyediaan dan Pengelolaan air baku
· Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
· Program Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA.
· Program Pengendalian daya rusak air, pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
· Program Perlindungan dan Konservasi SDA.

B. Bidang Bina Marga
1. Acuan dasar (UU.Nomor 23/2014)
Yang menjadi kewenangan Urusan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu Penyelenggaraan Jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Acuan pada upaya yang dilakukan dalam RPJMD 2016-2021 dalam percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan, antaranya :
· Meningkatkan konektivitas, dengan :
a. Membangun simpul-simpul maritim Provinsi Jambi yaitu Pelabuhan Muara Sabak, Ujung Jabung, Kuala Tungkal.
b. Meningkatkan jalan menuju sentra produksi pada ruas jalan provinsi, antara lain :
1. Di wilayah I (Kab. Tanjab Barat) pada ruas Sei. Saren-Teluk Nilau-Senyerang-Bts. Riau
2. Di wilayah III (Kab. Muaro Jambi) pada ruas sp. Pudak-Suak Kandis.
3. Di wilayah IV (Kab. Bungo) pada ruas jalan
· Ma. Bungo-Peninjauan-Junction/Rantau ikil-bts. Sumbar
· Peninjauan-Lubuk mengkuang/TKA (bts. Sumbar)
4. Di wilayah V (Kab. Batanghari dan Ma. Jambi) pada ruas 
· Panerokan-Sei. Bahar
· Sei. Duren - Sei. Buluh

5. Di wilayah VI (Kab. Merangin) pada ruas jalan
· Sp. Pulau Rengas-Ma. Siau
· Ma. Siau-Ds. Tuo
· Dusun Tuo-Jangkat
6. Di wilayah VII (Kab. Kerinci) pada ruas jalan Jujun-Sei. Penuh-Sangg.Agung-Jujun-Lempur
7. Di wilayah VIII (Kab. Sarolangun) pada ruas jalan
· Sp. Pelawan-Sei. Salak
· Sei. Salak-Pekan gedang/Btg. Asai
· Pekan gedang-Ma. Talang
· Pauh – air hitam
8. Di wilayah IX (Kab. Tebo) pada ruas jalan
· Ma. Tebo-Sp. Logpon
· Sp. Logpon-Padang lamo-Tanjung
· Sp. Sawmil-Sp. Logpon
3. Program/Kegiatan Prioritas
Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2016-2021 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2021. Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud, yaitu :
· Program Pembangunan/Peningkatan jalan dan jembatan 

C. Bidang Cipta Karya
1. Acuan dasar (UU. Nomor 23/2014)
Yang menjadi kewenangan Urusan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, yaitu :
· Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) LINTAS DAERAH kabupaten/kota.
· Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai LINTAS DAERAH kabupaten/kota.
· Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi.
· Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi. 
· Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya LINTAS DAERAH kab/kota.
· Penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas 10 ha – 15 ha.

D. Bidang Perumahan
1. Acuan dasar (UU. Nomor 23/2014)
Yang menjadi kewenangan Urusan Pemerintah Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu :
· Penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman dikawasan strategis daerah provinsi.
· Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.
· Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.
Selain bidang prioritas, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga terdapat bidang/subbidang sebagai penunjang infrastruktur ke-PU-an, antara lain :





1. Bidang Bina Kontruksi dan Pengendalian
A. Acuan pada upaya yang dilakukan dalam misi ke  6 (enam) RPJMD 2016-2021, yaitu keterkaitan dalam pemenuhan mutu angkatan kerja konstruksi yang tersertifikasi profesi untuk mendukung daya saing Sumber daya Manusia.

B. Program/Kegiatan Prioritas
Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2016-2021 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2021. Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud, yaitu :
· Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

2. UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan (ALKAL)
A. Acuan pada upaya yang dilakukan RPJMD 2016-2021, yaitu keterkaitan dalam pengurangan indeks resiko bencana yaitu pemenuhan pengadaan eksvacator atau alat berat lainnya di kecamatan, terutama di daerah rawan bencana longsor dan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
B. Program/Kegiatan Prioritas
Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2021. Berikut program/kegiatan yang terkait dimaksud, yaitu : 
· Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur ke-PU-an
· Kegiatan Pemeliharaan rutin dan penanganan kritis jalan provinsi 


3. UPTD Balai Pengujian
Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2021 pada persentase peningkatan pendapatan/retribusi bidang infrastruktur ke-PU-an dibandingg kondisi tahun awal, berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud yaitu :
· Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur ke-PU-an
4. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan kegiatan perumusan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .
5. Sekretariat 
Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan Tupoksi sub bagian kesekretariatan yang didukung program/kegiatan penunjang yang lebih bersifat rutin, pemeliharaan, bintek aparatur dan pengadaan barang dan jasa.

II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2019
Adapun total Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 berdasarkan Indikator Kinerja, Kelompok dan Sasaran, Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana sebagaimana pada lembar lampiran.


..………..Tabel………….
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Dan Perkiraan Maju Tahun 2018
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PENUTUP


	
Penyusunan Laporan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi ini merupakan upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Serta acuan yang berdasarkan pada Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tetang urusan wajib yang menjadi kewenangan Provinsi.

	Melalui rancangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan laporan baik itu laporan pelaksana program kegiatan tahun berjalan  maupun acuan akuntabilitas kinerja untuk satu tahun kedepan.

	Demikian kami sampaikan rancangan ini, kritik dan saran yang bersifat membangun akan kami terima, dan kami ucapkan terima kasih.	
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